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ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan kesetaraan hak
Penyandang Disabilitas dalam kebijakan negara dan pemerintah daerah di
Indonesia. Penelitian ini fokus pada penerapan dan pelaksanaan atas regulasi
tentang perlindungan hak kesetaraan bagi penyandang disabilitas khususnya di
DKI Jakarta. Hak kesetaraan atas disabilitas terbagi menjadi hak aksesibilitas dan
hak untuk mendapatkan perlakuan sama dalam bidang ekonomi. Penelitian ini
bertujuan untuk menguji efektifitas dari peraturan yang ada dengan kenyataan
yang terjadi di lapangan. Studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan
pendekatan normatif yudiris dengan metode pendekatan ilmu perundang-
undangan (statutical approach). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data
primer, yakni menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011
Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri Sosial No
18 Tahun 2018 serta sumber data sekunder dan tersier. Studi ini menunjukkan
bahwa peraturan yang dibentuk oleh pihak berwenang masih dapat dikatakan
belum sepenuhnya maksimal dalam pelaksanaannya di lapangan sehingga cita-cita
bangsa yang ingin mewujudkan negara yang ramah dan inklusi terhadap seluruh

warga nya terkhusus Penyandang Disabilitas belum terpenuhi.
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ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection and equal rights of Persons with
Disabilities in state and local government policies in Indonesia. This research
focuses on the implementation and implementation of regulations regarding the
protection of equal rights for persons with disabilities, especially in DKI Jakarta.
Equality rights for disability are divided into accessibility rights and the right to
get equal treatment in the economic field. This study aims to test the effectiveness
of existing regulations with the reality that occurs in the field. This study is a
qualitative research with a juridical normative approach with a statutory
approach. The data sources used are primary data sources, namely using Law
Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, DKI Jakarta Regional
Regulation Number 10 of 2011 concerning Protection of Persons with Disabilities
and Minister of Social Affairs Regulation No. 18 of 2018 as well as secondary and
tertiary data sources. This study shows that the regulations established by the
authorities can still be said to be not fully implemented in the field so that the
ideals of the nation who want to create a friendly and inclusive country for all its

citizens, especially Persons with Disabilities, have not been fulfilled.
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